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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang
Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli
Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, penulis menyimpulkan bahwa
kegiatan jual beli dan pendaftaran peralihan tanah di Kota Tegal masih
terbilang cukup lancar tanpa kendala. Kendala yang masih ditemukan
adalah pihak penjual tanah masih ada beberapa yang belum membayarkan
Pajak Bumi dan Bangunan sebelum hendak menjual tanahnya. Diluar itu
masyarakat sudah terbilang cukup melek hukum dikarenakan mereka sudah
memahami adanya pendaftaran hak milik atas tanah baik itu untuk yang
pertama kalinya maupun peralihan hak akibat perbuatan hukum. Dapat
dilihat jika para penjual tidak memiliki masalah dengan kepemilikan hak

atas tanah miliknya.

B. Saran

Saran penulis ntuk Pemerintah yatitu Pejabat Pembuat Akta Tanah dan
kantor pertanahan lebih memperbanyak penyuluhan kepada masyarakat
umum mengenai Syarat-syarat pelaksanaan pendaftaran peralihan ha katas
tanah. Untuk masyarakat yang hendak membeli tanah maupun menjual
tanah adalah lebih baik untuk menyelesaikan terlebih dahulu segala hal yang
berkaitan dengan syarat-syarat mulai dari jual-beli tanah, peralihan hak atas

tanah, sampai pendaftaran peralihannya.
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SURADI, SH
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

J1. Nanas Nomor 75, Telp. (0283) 4532624
KOTA TEGAL

SURAT KETERANGAN
Nomor : 39/PPAT/X/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, S URA D I, Sarjana Hukum,
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tegal, yang beralamat di Jalan Nanas
Nomor 75, menerangkan :

Bahwa Antonius Septiyoko
Mhs.Atmajaya Yogyakarta
Nppm : 140511566

Telah menyelesaikan penelitian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dlpergunakan
sebagaimana mestinya.

Tegal, 30 September 2021.
Pejaha.t Pep "buat Akta Tanah
d.l' C,K\Oﬁ'/ cgal,’
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